BAB V
PENUTUP
A.Kesimpulan
Dari uraian terdahulu penulis simpulkan beberapa hal, antaralain:

1. Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan mengenai jumlah maksimal
mahar. Namun mereka berselisih pandangan mengenai jumlah minimal
mahar. Setidaknya ada dua pendangan di kalangan para pakar hukum Islam.
Pertama, mazhab Syafi’1 dan mazhab Hanbali berpendapat bahwa tidak ada
batasan minimal jumlah mahar. Menurut mereka, segala sesuatu yang boleh
dijual-belikan atau bernilai, maka bisa dijadikan mahar. Sedang pandangan
kedua adalah menurut mazhab Hanafi dan MAaiki, bahwa mahar itu
ditentukan batas minimalnya, tetapi mereka berselissh mengenai jumiah
minimalnya. Menurut mazhab Hanafi, jumlah minima mahar adalah
sepuluh Dirham atau yang senilai dengannya. Sedang menurut Imam Malik
adalah seperempat Dinar atau perak seberat tiga Dirham timbangan atau
yang senilai dengan perak seberat tiga Dirham timbangan (kail), atau bisa
yang senilai dengan salah satu dari keduanya (seperempat empat Dirham
dan perak seberat tiga Dirham timbangan). Adapun faktor penyebab
perbedaan pendapat tentang kadar minimal mahar di kalangan ulama
mazhab ada dua faktor, yaitu: pertama, ketidak jelasan akad nikah itu sendiri
antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran. Kedua, adanya
pertentangan antara giyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar

dengan mafhum hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan.
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2. Adapun pendapat yang penulis anggap rajih (kuat) dan relevan untuk
konteks sekarang, penulis lebih sepakat dengan pendapat  yang
diformulasikan oleh Imam Syéafi’i karena pendapat tersebut berlandaskan
dengan nash, baik dari a-Qur’an ataupun sunnah, bahwa segala sesuatu
yang mempunyai nilai harga dan dapat diperjualbelikan dapat digunakan
sebagai mahar. Terbukti dalam hadis itu Rasulullah yang mengemukakan
dengan lafaz “ys e Wil J4” (walau sebuah cincin dari besi). Selain itu,
pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada batasan minimal mahar secara
spesifik. Penulis tidak sepakat dengan pendapat Imam Malik yang dalam hal
ini menggiyaskan jumlah minimal mahar dengan jumlah harta yang
mewajibkan adanya potong tangan. Pendapat yang relevan untuk diterapkan
dalam konteks masyarakat Indonesia menurut penulis adalah pendapat
mazhab Syafi’i dan Hanball, di mana dua mazhab ini tidak menetapkan
batasan minimal mahar. Bagi laki-laki yang mampu, hendaklah memberikan
mahar terbaik untuk calon istrinya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas,
karena mahar merupakan lambing penghormatan dan keseriusan |aki-laki
terhadap calon istrinya, sedangkan bagi yang kurang mampu disesuaikan

dengan kemampuannya, tanpa harus memaksakan diri.

B. Implikas
Setelah membahas pendangan ulama dari masing-masing mazhab ternyata
pendapat mereka beragam tentang batas minimal mahar dalam pernikahan. Batas

minimal tersebut menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Selama ini pendliti
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tidak mengetahui bahwa batas kadar minimal mahar ternyata menjadi diskursus di

kalangan ulama.

C.Saran
Berkaitan dengan tema ini peneliti memberikan beberapa saran sebagai
berikut:

1. Hendaknya calon mempelai ketika hendak melakukan pernikahan perlu
membicarakan mahar untuk disepakati antara pihak calon mempelai
suami maupun istri. Guna untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan
ketika sudah berumah tangga nanti.

2. Caon suami perlu memahami bahwa mahar itu ialah kewagjiban yang
tidak boleh ditinggakan dan sebagai nafkah paling utama untuk
mempererat tali kasih sayang di antara mereka serta simbol  ketulusan

hati seorang suami kepadaistri.



